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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”.(Al-Baqarah: 286) 
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Tesis ini merupakan hasil penelitian terhadap realisasi politik ekspansi 
Jepang studi kebijakan Shumubu terhadap madrasah tahun 1942-1945 di Jawa. 
Jepang meletakkan Shumubu yaitu Departemen Agama yang mengurusi masalah 
keislaman dan pendidikan madrasah. Pendirian Shumubu tidak terlepas dari 
kepentingan ekspansi Jepang dalam perang Asia Timur Raya, oleh karena itu 
kebijakan Shumubu  terhadap madrasah juga merupakan realisasi politik Jepang 
di Jawa. Tujuan penelitian ini mengetahui  campur tangan Jepang dalam 
menentukan kebijakan Shumubu dan implikasinya terhadap madrasah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif 
analisis. Artinya memberikan gambaran usaha politik Jepang mempengaruhi 
Shumubu untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan perang Jepang, dan 
menganalisa kebijakan Shumubu terhadap madrasah melalui perubahan 
kurikulum untuk menyediakan tenaga perang atas nama perang suci. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan politik dan menggunakan teori hegemoni yang 
diusung oleh Antonio Gramschi juga teori kebijakan politik. Penelitian ini 
menggunakan metode sejarah Louis Goottchalk meliputi empat tahap yaitu 
heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1.Kedatangan Jepang di Jawa dalam 
rangka memenuhi kebutuhan perang Jepang. Sehingga dengan cepat Jepang 
melakukan perubahan sosial-politik dan sosial-keagamaan. Kebijakan Jepang 
terhadap keagamaan di Jawa dibangun dalam rangka mendapatkan dukungan dan 
simpati umat Islam untuk dimanfaatkan membangun Persemakmuran Asia Timur 
Raya. 2. Pendirian Shumubu oleh Jepang dimaksudkan untuk memobilisasi dan 
mengawasi gerak umat Islam tanpa adanya kecurigaan, sekaligus alat propaganda 
Jepang. Merasa tidak puas, Shumubu mendirikan Shumuka untuk melakukan 
kontrol dan kontak yang lebih intensif antara pusat dan daerah sehingga 
cengkraman Jepang terhadap Islam semakin kuat. 3. Kebijakan Jepang terhadap 
Shumubu berpengaruh besar terhadap madrasah, tidak lagi menciptakan generasi 
muslim intelektual akan tetapi madrasah dijadikan lahan pemenuhan tenaga 
perang melalui semangat jihad. Implikasi kebijakan Shumubu terhadap madrasah 
yaitu masuknya doktrin-doktrin militer Jepang dalam menghimpun kekuatan di 
lingkungan madrasah demi kemakmuran Bersama. Peran madrasah sebagai 
tangan kanan Jepang cukup intensif memupuk semangat persaudaraan Islam demi 
kepentingan Dai Nippon. Pada zaman ini peran madrasah tidak mengalami 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Jatuhnya rezim kolonial Belanda pada 1942, dengan tiga tahun perang dan 
kekuasaan militer Jepang, telah mempercepat terjerumusnya masyarakat 
Indonesia terutama Jawa ke dalam masa kegelisahan.
1
 Jepang menguasai 
daerah Hindia-Belanda awal tahun 1942.
2
 Sebelumnya sejak tahun 1940 
Jepang telah mencita-citakan menjadi pemimpin Asia Timur Raya.
3
 Secara 
cepat Jepang memulai menyebarluaskan ideologi barunya Hakko Ichiu yang 
berarti Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya. Upaya Jepang tersebut 
dikenal dengan istilah perang suci.
4
 Propaganda Jepang tentang kemenangan-
kemenangan dan kehebatannya sejak keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia 
1905 menyadarkan bahwa orang Asia bukanlah bangsa lemah dan rendahan. 
                                                             
1 Sutan Syahrir, Perjuangan Kita (Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur,1995), hlm. 6. 
2 Usaha Jepang untuk masuk ke Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1941. 
Sebelum mendarat di Pulau Jawa, Jepang terlebih dahulu menguasai Tarakan Kalimantan Timur 
pada 10 Januari 1942, disusul dengan menguasai Balikpapan, Pontianak dan Martapura pada bulan 
Februari 1942. Setelah itu berhasil menaklukan Jawa  tanggal 1 Maret 1942, sedangkan serah 
terima dari Belanda ke pihak Jepang berlangsung pada 8 Maret 1945 di Kalijati, Subang Jawa 
Barat. Saat itu pihak Belanda diwakili oleh Jenderal Teer Porten dan Jenderal Tjarda van 
Starkenborg Stachouwer sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Kumaiki Harada. Lihat Sartono 
Kartodirjo, Marwati J. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia jilid 
VI  (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm.1-2.  
3 Bentuk pemerintahan militer Jepang bertujuan menduduki daerah Nanyo, memulihkan 
keamanan, mempercepat penugasan sumber vital bagi pertahanan nasional dan menjamin 
swasembada ekonomi bagi militer Jepang. Kebijaksanaan Jepang di kawasan selatan (Nanyo-
southern area) di dasarkan pada Konferensi Penghubung pada 20 November 1941. Pemimpin 
militer Jepang mulai mempertimbangkan untuk “bergerak ke selatan” untuk memperluas sampai 
Asia Tenggara. Daerah yang merupakan bagian daerah Nanyo kurang lebih mencakup semua 
wilayah Asia Tenggara, India dan termasuk juga Burma. H. J. Benda, J.K. Irikura, Japanese 
Militari In Indonesia: Selected Document (New Haven Yale Southeast Asia Studies, 1965), hlm. 
242. 





Jepang menjadi pusat yang berpengaruh atas beberapa negara di Asia, seperti 
Manchuria, Philiphina, Vietnam, Thailand, Rusia dan sampai ke Indonesia.  
Persemakmmuran Asia Timur Raya yang dibangun Jepang tujuannya 
seperti yang disebutkan dalam pidato Kaisar Hirohito adalah untuk membina 
satu keluarga besar  yang terdiri dari negara-negara merdeka, termasuk jajahan 
Barat.
5
 Dari sinilah bangsa Indonesia menganggap kemerdekaan itu tampak 
semakin dekat dipahami pula khususnya oleh orang-orang Jawa yang masih 
terkait dengan ramalan Joyoboyo.
6
 
Pendaratan pertama Jepang tanggal 1 Maret 1942 berlangsung di tiga tempat 
di Pulau Jawa yakni Merak Banten, Eretan Indramayu dan Kragan Rembang 
karena ketiga tempat tersebut merupakan pintu masuk untuk menduduki Jawa. 
Selanjutnya Jepang dan Belanda kemudian bertemu di Subang melakukan 
perjanjian serah terima. Secara cepat Jepang mulai menyesuaikan diri dengan 
membuat aksi-aksi propaganda guna mendapatkan dukungan dari bangsa 
Indonesia untuk memenangkan Perang Dunia II. Kedatangan tentara Jepang 
disambut dengan suka ria dan penuh harap agar bangsa Indonesia dapat dibantu 
dalam mempercepat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
7
 Prioritas 
                                                             
5 De Jounge, Pendudukan Jepang di Indonesia: Suatu ungkapan Berdasarkan Dokumentasi 
Pemerintah Belanda (Jakarta: Kesaint Blanc, 1987), hlm. vii.  
6Alasan lain yang juga ada yaitu berkembangnya kepercayaan akan kebenaran Ramalan 
Joyoboyo yang diyakini penduduk Jawa. Ramalan ini menyebutkan bahwa suatu ketika Jawa akan 
diperintah oleh orang-orang berkulit kuning yang telah mengusir kulit putih. Mereka datang dari 
Nusa Tembini. Pemerintahan orang-orang berkulit kuning ini hanya berumur setaun jagung, dalam 
pandangan rakyat orang berkulit kuning ini tidak lain adalah Jepang. Agaknya Jepang juga 
memanfaatkan ramalah itu dalam propaganda mereka sebelum perang. Selengkapnya baca Sartono 
Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme 
sampai Nasionalisme (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 163. 
7 Nurdiyanto, Tentara Pembela Tanah Air di Cilacap 1943-1945, Patra Widya Vol. 4 No.1 





pemerintah Jepang di awal pendudukannya adalah menghapus segala macam 
unsur Barat di Indonesia. Nampak sebuah persamaan persepsi antara Indonesia 
dengan Jepang yaitu sama-sama ingin menghapus pengaruh dan dominasi 
Barat yang dirasa penghalang dan kolonialis.  
 Tiga setengah tahun Jepang di Indonesia bukan berarti tanpa perubahan 
baik itu tatanan sosial, politik, pemerintahan, ekonomi dan budaya. Jika pada 
masa Belanda lebih memanfaatkan priyayi sebagai “Corner Stone” dalam 
mengelola pemerintahan, maka Jepang lebih tertarik pada kiai dan ulama. 
Justru di zaman Jepang peranan kiai tidak lagi disingkirkan, tetapi ikut 
berperan aktif dalam politik dan administrasi pemerintahan.
8
 Jepang 
berpendirian bahwa umat Islam merupakan Powerful Forces dalam 
menghadapi sekutu. Upaya pendekatan terhadap umat Islam diantaranya 
dengan diadakannya konferensi Islam untuk seluruh Jawa yang diadakan pada 
Agustus 1942. Jepang menyadari bahwa muslim di Indonesia bukan sesuatu 
yang mudah diarahkan, untuk itu menciptakan hubungan baik dengan Islam 
merupakan suatu hal yang lebih mendesak bagi Jepang daripada memenuhi 
keinginan para elite nasionalis. 
Kiai dan ulama sebagai unsur dunia ketimuran dipercayai rakyat 
sekaligus mempunyai kekuatan tawar yang cukup tinggi. Mereka tidak hanya 
sebagai tokoh spiritual saja tetapi juga politik yang mewakili basis massa yang 
banyak dan langgeng dibandingkan pejabat desa. Satu lagi pertimbangan 
Jepang bahwa semangat jihad adalah ancaman menakutkan oleh karena itu 
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Jepang berusaha agar golongan kiai dan ulama tidak menjadi bumerang. 
Harapan Jepang bahwa semangat jihad itu bisa membantu Jepang dalam 
mengerahkan masa untuk melawan sekutu untuk kemenangan Jepang.  
Satu bulan menduduki Jawa yaitu Maret 1942, Pemerintah militer 
Jepang mendirikan Kantor Urusan Agama (Shumubu) di Ibu Kota Jakarta
9
 
diketuai oleh Kolonel Horie Choso. Beberapa “ahli Islam” Jepang dikirim ke 
Jawa dan bergabung dengan  Shumubu. Alasan pembentukan Shumubu adalah 
memanipulasi umat Islam di Indonesia agar bersikap kooperatif dan bersahabat 
dengan Jepang. Program kerja Shumubu bertema keislaman, hal ini adalah 
strategi Jepang dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan Islam. Shumubu 
merekrut sejumlah ahli Indonesia diantaranya Dr. Husein Djajadiningrat, R. 
Prijono, Raden Haji Husein Iskandar Abdullah Aidid, dan Mr. Subagio 
Djojowidagdo, mereka adalah bekas pegawai Kantor Urusan Pribumi zaman 
Belanda. Penguasa Jepang tampaknya tidak memerlukan waktu yang lama 
untuk memenangkan dukungan kelompok Islam. Salah satu faktor yang 
menguntungkan saat itu adalah sikap Islam yang anti-kolonial.  
Pada Desember 1942 kepala Shumubu Kolonel Horie mengunjungi 
beberapa pesantren di Jawa. Para kiai dari pusat-pusat pendidikan diajak ke 
Jakarta untuk mendapatkan pengarahan dari pemerintah Jepang. Pada 1943 
Shumubu juga mengadakan pelatihan penghulu dan urusan-urusan kenegaraan 
di Jakarta. Jelas sekali bahwa concern pertama adalah golongan Islam.
10
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Jepang  rupanya tahu bahwa kampanye melawan Barat dapat didukung oleh 
golongan Islam Indonesia. 
Shumubu  berfungsi kurang lebih seperti Office for Native Affairs 
(Kantor Urusan Pribumi) pada masa Belanda, tetapi dalam perkembangannya 
Shumubu  menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen 
Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum.
11
 
Seiring perkembangannya Shumubu  mengalami reorganisasi, Kolonel 
Horei digantikan oleh Dr. Hoesein Djajaningrat sebagai pakar agama Islam 
sedang penasihatnya ialah Dr. Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul.
12
 
Kemudian diadakan lagi reorganisasi Shumubu  dengan menggantikan ketua 
Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy’ari seorang ulama dari pesantren Tebu 
Ireng.
13
 Akibat baru saja keluar dari tahanan atas penolakannya menjalankan 
seikerei,
14
 maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim. 
Selain K.H. Hasyim Asy’ari beberapa ulama juga memiliki sikap menentang 
                                                             
11  Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, hlm. 234-243. Lihat juga Syafi’i 
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13 Taufik Abdullah dkk (ed.), Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: MUI, 2003), hlm. 
195. 
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matahari sebagai sumber kekuatan utama yang menggerakkan kehidupan. Pada perkembangannya 
upacara Sekerei juga diterapkan oleh Jepang dimasa pendudukannya di Indonesia. Hal itu 
menyebabkan penolakan tercatat beberapa perlawanan diantaranya K.H Zaenal Mustafa di 
Pesantren Sukamanah Tasikmalaya, Jawa Barat, dan lingkungan Pesantren Tebu Ireng, Jombang, 
Jawa Timur oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Selengkapnya baca Harry J. Benda, Matahari Terbit dan 





terhadap Jepang diantaranya adalah Teuku Abdul Djalil
15




Pada tahun 1944 dibuka cabang-cabang Shumubu yang bernama 
Shumuka di seluruh Indonesia. Pembentukan Shumuka diharapkan mampu 
mengadakan kontak yang lebih dekat dengan kantor pusat Shumubu di Jakarta. 
Shumubu  sebagai satu-satunya wadah aspirasi umat Islam di Jawa sehingga 
bisa meningkatkan posisi Islam baik dalam bidang sosial-religius maupun 
politik terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Banten, Cirebon, Semarang, 
Yogyakarta dan Surabaya. Seperti yang dikatakan Benda Nippon’s Islamic 
Grass Root Policy yaitu kebijakan politik Jepang atas umat Islam untuk 
mengeksploitasi tokoh-tokoh muslim dan ulama.  
Dalam hal pendidikan, Shumubu dimanfaatkan oleh Jepang terutama 
dalam rangka menyediakan sumber daya manusia untuk kepentingan perang 
Jepang. Saat itu pendidikan dan pengajaran terlantar sehingga banyak sekolah 
yang ditutup karena guru-guru banyak yang beralih menjadi tenaga 
administrasi di kantor pemerintahan.
17
 Meskipun jumlah sekolah semakin 
berkurang, Jepang menetapkan kebijakan pendidikan yang terbuka bagi semua 
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 Ia seorang kepala sekolah agama terkenal di Cot Plieng, Bayu Lhoksumawe, Ia berjuang 
menghentikan upacara seikerei. Penentangan Teuku Abdul Djalil terkenal melalui pernyataannya 
“Mengusir Anjing dan Memasukkan Babi”. Maksudnya adalah mengusir Belanda dan 
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Imran, Indonesia Dalam Arus Sejarah., hlm. 27. 
16 K.H. Zainal Mustafa adalah pemimpin pondok pesantren di Sukamanah, Tasikmalaya. Ia 
bersikap kritis dan non-kooperatif terhadap pemerintahan Jepang terutama ketika diminta ikut 
dalam upacara seikerei, Ia satu-satunya Kiai yang tidak mengikuti perintah Jepang karena 
menurutnya musrik dan merusak akidah Islam. Sikap penentangannya disebarkan melalui 
ceramah-ceramahnya. 







 Sikap Jepang terhadap pendidikan Islam lebih lunak, sehingga 
ruang geraknya lebih bebas daripada Belanda.
19
 Bahkan pemuka agama lebih 
diberi keleluasaan dalam mengembangkan pendidikannya. Tujuan dari 
pendidikan dikenal dengan Hakko Ichiu yaitu mengajak bangsa Indonesia 
bekerja sama dalam rangka mencapai Kemakmuran Bersama Asia Timur 
Raya
20
  dan mendukung kebijakan penguasa.
21
  
Bertindak sebagai kantor urusan Agama kewenangan Shumubu di Jawa 
juga terasa di dunia pendidikan madrasah. Shumubu berusaha memasukkan 
doktrin Jepang kedalam madrasah melalui kurikulum maupun lingkungan 
belajarnya. Pelajaran agama di madrasah diselipkan keterampilan fisik, senam 
(taiso) dan ketrampilan mengelola lahan lingkungan. Selain para murid 
Shumubu juga mempengaruhi tenaga pengajar di berbagai kota besar di Jawa 
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21  Melalui pendidikan politik Jepang “mendidik” untuk bertingkah laku sebagai warga 
negara yang baik. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu pendidikan politik yang semula bersifat 
persuasif dapat berubah menjadi koersi (pemaksaan) fisik. Lihat Alfred de Grazia, The Elements of 
Political Science (New York: Alfref Knopt, 1952), hlm. 255. Arah orientasi politik yang 
dihasilkan pendidikan tidak selalu tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh penguasa (the 
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pembentukan sikap dan tingkah laku politik jauh lebih kompleks dan penuh variabel. Baca juga 
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru (Jakarta: 





melalui sosialisasi programnya, agar dapat memberikan pengertian ke murid 
bahwa membantu Jepang merupakan tugas tanggungjawab bersama. 
Dalam perjalanannya terjadi intervensi Jepang terhadap kinerja 
Shumubu di Jawa, juga mempengaruhi kebijakan Shumubu terhadap madrasah. 
Kebijakan Shumubu  terhadap madrasah di Jawa mengalami perbedaan, tidak 
lagi diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan 
terampil akan tetapi menyediakan tenaga perang terlebih penduduk Jawa 
sangat banyak jumlahnya. Sistem pengajaran yang sedikit pengetahuan karena 
sepanjang hari hanya latihan perang atau bekerja. Tujuan khususnya 
menyediakan tenaga perang melalui latihan militer dan fisik. Doktrin-doktrin 
Islam dalam madrasah disalah gunakan untuk membekali murid bermental 
tangguh untuk melawan kekafiran pihak sekutu. Di dalam madrasah para murid 
dibekali kepercayaan agama yang kuat dan dilatih keterampilan baris berbaris. 
Mereka tergabung dalam pasukan Hisbullah untuk dilatih menjadi pasukan 
perang yang digunakan Jepang untuk memperkuat kedudukannya. Dari sinilah 
dapat dilihat bahwa sistem pendidikan yang diterapkan Jepang sangat 
membantu terjadinya mobilitas masa.  
Terjadi pergeseran peran dan fungsi madrasah dari lembaga belajar 
mengajar menjadi lembaga yang menyediakan pekerja perang. Para murid di 
madrasah disemangati dengan pengetahuan Islami yang mampu menampilkan 
semangat jihad fisabilillah yang kemudian diarahkan untuk membantu Jepang 





Penelitian ini menarik untuk dikaji karena berusaha menggali informasi 
mengenai kebijakan Shumubu sebagai wadah Islam di Jawa justru menggeser 
peran madrasah yang awalnya sebagai kaderisasi umat Islam berwawasan 
modern justru menjadi perajurit perang dengan semangat keislamannya untuk 
merealisasikan politik ekspansi Jepang menjadi penguasa Asia Timur Raya.   
 
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis memberi batasan adalah sebagai berikut: 
Secara temporal masalah yang akan dibahas antara tahun 1942 sampai 1945. 
Hal ini karena tahun 1942 merupakan tahun kedatangan Jepang dan 
pembentukan Shumubu  pertama kali. Sedangkan tahun 1945 adalah masa 
akhir pendudukan Jepang. Ruang lingkup pembahasan ini hanya meliputi Jawa, 
meliputi daerah kota praja Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan 
Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Jawa menjadi sentralisasi Jepang, didukung 
letaknya yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah. Adapun rumusan 
masalahnya adalah: 
1. Bagaimana konteks masyarakat Jawa masa pendudukan Jepang 1942-
1945? 
2. Bagaimana kebijakan politik Jepang terhadap keagamaan Islam di Jawa 
1942-1945? 







C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain: 
1. Untuk mengetahui konteks masyarakat Jawa masa pendudukan Jepang 
1942-1945  
2. Untuk mengetahui kebijakan politik Jepang terhadap keagamaan Islam di 
Jawa 1942-1945 
3. Untuk mengetahui kebijakan Shumubu dalam pendidikan dan implikasinya 
terhadap madrasah. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  
1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai sumbangan tertulis berupa 
informasi ilmiah untuk pelengkap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya 
tentang kondisi umat Islam di Pulau Jawa pada zaman Jepang. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang 
pendidikan  Islam di Indonesia.  
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peminat 
dan pemerhati sejarah sekaligus sumbangsih bagi pendidikan terutama 
kajian tentang peran madrasah pada masa pendudukan Jepang.  
 
D. Tinjauan Pustaka 
Kepustakaan merupakan sumber gagasan bagi suatu penelitian, apalagi 
bagi penelitian yang bersifat literer. Pembahasan mengenai masalah Islam di 
zaman pendudukan Jepang sudah banyak dikaji oleh para peneliti, namun 





Shumubu terhadap madrasah tahun 1942-1945 di Jawa, sepanjang pengetahuan 
penulis belum banyak dibahas.  
Adapun buku yang menjadi rujukan berkaitan dengan pembahasan masa 
Jepang antara lain: Buku karya J.Benda yang berjudul The Cresent and The 
Rising Sun: Indonesia Islam under the Japanese Occupation 1942-1945, 
terjemahan Dhaniel Dhakidae, Bulan Sabit dan Matahari terbit: Islam 
Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945 (Jakarta: 
Pustaka Jaya, 1980). Pembahasan buku ini dikelompokkan menjadi dua bagian. 
Bagian pertama menjelaskan tentang warisan kolonial Belanda, kemudian 
dalam bab kedua menerangkan awal mula Jepang di Indonesia meliputi 
konsolidasi politik Jepang terhadap umat Islam. Dalam bab ini juga dijelaskan 
bahwa adanya polarisasi serta kebijakan yang diambil umat Islam dalam 
menghadapi penjajahan Jepang. Pembahasan yang dipaparkan sangat 
mendetail, karena lebih menekankan kajiannya dari sisi bagaimana umat Islam 
Indonesia merespon berbagai kebijakan Jepang yang diterapkan oleh mereka. 
Perbedaan pembahasan ini dengan buku karangan Benda yaitu pada titik 
fokus masalah yang dikaji. Benda menyajikan Islam secara keseluruhan pada 
masa Jepang, meliputi bentuk konsolidasi politik Jepang terhadap Islam masa 
awal pendudukannya. Diantaranya usaha yang dilakukan Shumubu untuk 
mencapai tujuan utama Jepang yaitu melalui pengenalan kebudayaan Jepang, 
pengetahuan keagamaan dengan memanfaatkan kiai dan ulama menjadi 
propagandis Jepang. Perbedaan dari kajian ini Benda belum menyajikan 





politiknya saja. Penulis lebih menekankan pada bentuk kebijakan Shumubu 
terhadap madrasah yang dimanfaatkan sebagai tangan kanan pemerintah 
Jepang yang membantu merealisasikan politik ekspansi Jepang.  
Buku kedua yang menjadi rujukan karangan B.J Boland berjudul 
Pergumulan Islam di Indonesia yang diterjemahkan oleh Safroedin Bahar, 
diterbitkan oleh Grafiti Press, Jakarta tahun 1985. Dalam buku ini dibahas 
mengenai perkembangan Islam di Indonesia dan peran penuh liku-liku yang 
dimainkannya untuk turut mengisi kemerdekaan. Buku ini memberikan 
dokumentasi yang relatif lengkap tentang sejarah politik Islam di Tanah Air 
dan pergumulan-pergumulan yang dihadapinya di dalam kurun waktu 1945-
1970. Buku ini terdiri atas empat bab, Bab I membahas kiprah dalam bidang 
politik (1945-1955). Bab II membahas umat Islam di tengah ketegangan yang 
semakin memuncak. Bab III mengupas tentang Islam dan Orde Baru (1965 dan 
sesudahnya). Bab IV tentang masalah-masalah politik hingga bicara relasi umat 
Islam dan Kristen. 
Perbedaan penelitian ini dengan buku Boland terletak pada fokus objek 
yang diteliti. Secara luas Boland membahas mengenai Islam masa setelah 
kemerdekaan yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kolonialisme. Terdapat 
perubahan peran dari priyayi di masa Belanda ke peran kiai dan ulama di masa 
Jepang. Manfaat yang diberikan Jepang diantaranya adalah pembentukan 
Shumubu (Kantor Urusan Agama) dan pembentukan Hizbullah. Boland sudah 
menyinggung mengenai pembentukan Hisbullah akan tetapi tidak mengaitkan 





pada masa kolonialisme Jepang terlebih kebijakan Shumubu terhadap 
pelaksanaan madrasah dan perubahan yang terjadi di madrasah untuk 
mempersiapkan tenaga perang. 
Ketiga  yang menjadi rujukan yaitu karya Aiko Kurasawa Politik Jepang 
di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 terbitan Komunitas 
Bambu tahun 2014. Buku ini menjelaskan bahwa terjadi perbedaan sangat 
tajam antara apa yang dilakukan oleh penjajah sebelumnya yaitu kolonial 
Belanda dengan pemerintah militer Jepang, khususnya dalam kehidupan sosial 
di pedesaan Jawa. Kebijakan Jepang yang militerisme itu merupakan strategi 
politik Jepang untuk menghasilkan nilai budaya dan kepercayaan yang baru 
namun menurut Aiko sendiri bahwa kekuasaan Jepang memang tidak 
membawa perubahan, tetapi justru merangsang jiwa nasionalis yang pada 
dasarnya sudah ada di hati rakyat Indonesia. Buku ini penting untuk 
mengetahui kondisi sosial masyarakat Indonesia saat itu dimana semua 
kebijakan Jepang menyisakan penderitaan untuk rakyat.  
Selain itu juga pola mobilisasi Jepang dengan pembentukan Shumubu,  
peranannya serta kebijakannya. Aiko Kurasawa juga menyinggung mengenai 
mobilisasi penduduk bidang pendidikan sekolah secara umum. Akan tetapi 
belum sampai pada implikasi kebijakan Shumubu terhadap dunia pendidikan 
khususnya madrasah. Disinilah letak perbedaan penulis dengan Aiko 
Kurasawa, penulis ingin melihat lebih jauh bentuk kebijakan Jepang melalui 
Shumubu di dunia madrasah dalam pengerahan tenaga rakyat untuk 





mengambil hati rakyat, salah satunya adalah pendekatan ulama dan 
dilibatkannya para ulama dalam perpolitikan ala Jepang.  
E. Landasan Teori  
 Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan 
bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah 
terjadi dimasa lalu.
22
 Peristiwa sejarah mencakup segala hal yang dipikirkan, 
dikatakan, dikerjakan dirasakan dan dialami oleh manusia.
23
 Melalui penelitian 
sejarah diharapkan dapat direkonstruksi masa lalu dan juga dipecahkan 
masalah sosial sesuai perkembangan ilmu sejarah.
24
Dalam hal ini 
menghasilkan sebuah penjelasan mengenai realisasi politik ekspansi Jepang 
studi kebijakan Shumubu terhadap madrasah di Jawa 1942-1945. 
Realisasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian 
pelaksanaan sesuatu hingga menjadi kenyataan.
25
Realisasi politik sebagai 
upaya mewujudkan apa yang selama ini diharapkan oleh pemerintahan Jepang 
yaitu Persemakmuran Asia Timur Raya yang sudah dimulai sejak 1941.  
Ekspansi menurut artinya yaitu perluasan wilayah suatu negara dengan 
menduduki sebagian/seluruh wilayah negara lain. Saat Perang Dunia II 
beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia menjadi sasaran politik 
ekspansi Jepang.
26
 Ekspansi politik yang dilaksanakan Jepang tidak terlepas 
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dari kebijakan politiknya yang bercita-cita membangun Imperium di Asia 
Timur Raya.   
Shumubu yaitu badan/kantor yang mengurusi maasalah keagamaan pada 
masa pendudukan Jepang. Tujuan pembentukan Shumubu pada 1943 adalah 
sebagai wadah umat Islam Indonesia agar dapat dikendalikan sekaligus 
dimanfaatkan sebagai tangan kanan Jepang dalam melakukan pendekatan 
terhadap umat Islam. Kebijakan Shumubu meliputi segala bentuk konsolidasi 
terhadap umat Islam diantaranya dengan mengadakan pelatihan terhadap kiai 
agar muncul semangat pro Jepang. Selain itu memanfaatkan pemahaman-
pemahaman Islam untuk diarahkan memenuhi bantuan tenaga perang Jepang. 
Salah satu kebijakan Shumubu yaitu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
pendidikan Islam yang diwadai dalam madrasah.  
Kebijakan (policy) adalah serangkaian putusan/tindakan yang ditetapkan 
dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok politik pemerintah yang 
mempunyai tujuan atau berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu demi 
kepentingan seluruh masyarakat.
27
 Kebijakan memuat prinsip-prinsip untuk 
mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten.
28
 
Menurut Nevil Johnson istilah kebijakan lebih sering digunakan dengan 
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Kebijakan Jepang meliputi kepandaian/kemahiran, kebijaksanaan dan 
siasat mengenai pemerintahan suatu negara terhadap negara lain.
30
 Kebijakan 
yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah keseluruhan komponen 
pemerintah Jepang yang memiliki legitimasi dan kekuasaan untuk membuat 
kebijakan negara yaitu upaya Jepang dengan membentuk Shumubu, serta sepak 
terjang Shumubu dalam menentukan kebijakan-kebijakan terutama bagi 
keberlangsungan madrasah.  
Kebijakan politik adalah sistem konsep resmi yang menjadi landasan atau 
pedoman perilaku (dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 
cara bertindak) politik negara.
31
 Semua kebijakan Jepang itu merupakan 
alternatif yang diambil mengenai cita-cita ideal yang rasional, prioritas dan 
sesuai kaidah konstitusi.
32
 Pelaksanaan strategi politik Jepang untuk 
mewujudkan kemenangan dan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan 
memanfaatkan Shumubu  melalui kebijakan-kebijakannya.  
Untuk mengkaji studi kebijakan Shumubu terhadap madrasah sebagai 
realisasi politik ekspansi Jepang, penulis menggunakan teori hegemoni. 
Hegemoni adalah gagasan yang sentral dan paling orisinal dalam filsafat dan 
teori sosial Gramsci.
33
 Hegemoni dalam prakteknya di Yunani diterapkan 
untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota 
(polis). Dalam pengertian jaman ini hegemoni menunjukkan sebuah 
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2008), hlm. 215. 
32  Noeng Muhajir, Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(Yogyakarta: Rake Surasin, 1992), hlm. 39. 
33 Robert Bocock, Pengantar Kompeherensif untuk Memahami Hegemoni (Yogyakarta: 





kepemimpinan dari suatu negara terhadap negara-negara yang lain yang 
berhubungan secara longgar maupun ketat terintegrasi dalam negara 
“pemimpin”.
34
 Dalam konteks ini politik internasional misalnya pada periode 
Jepang ingin mewujudkan Imperium di Asia Timur Raya dengan 
mengekspansi ke berbagai wilayah tetangga termasuk Indonesia, ekspansi 
tersebut sebagai perang Asia Timur Raya agar hegemoni Jepang mengakar di 
dunia Timur.  
Teori hegemoni cukup menonjol sebagai salah satu studi pada awal 1940-
an. Setelah hancurnya dunia, meningkatnya kediktaktoran Eropa dan Perang 
Dunia II. Gramsci berbicara tentang pandangan umum tentang negara (general 
nation of the state) di dalamnya terdapat unsur masyarakat sipil. Gramsci 
menggunakan konsep hegemoni sesungguhnya untuk menjelaskan suatu 
“Negara Modern” yang berkembang dalam masyarakat modern.
35
 Negara 
memerlukan pemahaman yang baik tentang bagaimana organisasi yang 
demokratis dapat berfungsi secara efektif. Dalam konteks ini upaya yang 
dilakukan Jepang sebagai negara induk yaitu dengan membentuk organisasi 
bawahan seperti  Shumubu.  
Di bidang superstruktur Gramsci menggunakan istilah dominasi langsung 
(direct domination) yang akan berdampak bahwa ada sebuah dominasi tak 
langsung dalam masarakat sipil. Jepang termasuk ke dalam negara modern 
yang berkeinginan memperluas hegemoni negaranya ke luar negara induk. 
Jepang menggunakan hegemoni langsung yaitu dengan mengambil alih 
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pasukan secara langsung dan berdampak pada kontrol pemerintah sipil yang 
kurang dan dialihkan pada pemerintah militer. Negara terdiri atas sarana 
kekerasan (polisi dan militer) di suatu wilayah tertentu, bersama dengan 
pelbagai birokrasi yang didanai oleh negara (pamong praja, lembaga hukum, 
kesejahteraan dan pendidikan). Komponen masyarakat sipil yang termasuk ke 
dalam definisi ini adalah lembaga dan organisasi religius yang tidak termasuk 
ke dalam organisasi religius yang didanai dan dikontrol oleh negara.
36
 
Hegemoni muncul sebuah konsep baru mengenai negara, yakni konsep 
negara integral atau negara yang diperluas.
37
 Negara integral merupakan 
hegemoni yang dilapisi dengan selubung berupa kekuasaan koersi hegemoni, 
jadi negara integral merupakan masyarakat politik ditambah masyarakat sipil. 
Negara integral mempunyai dua aspek, Pertama, alat kekerasan (mean of 
coercion). Alat kekerasan terdiri dari alat-alat paksa dan represi negara 
sementara, alat pendirian kepemimpinan hegemoni merujuk pada institusi 
dalam formasi sosial. Kedua, alat penegakan kepemimpinan hegemoni (means 
of estabilishing hegemonic leadership) seperti pendidikan, agama, media dan 
lain-lain. Negara integral bisa diartikan juga hegemoni yang dilindungi aparat 
kekerasan. Negara (masyarakat politik) mempunyai unsur-unsur kediktaktoran, 
aparat pemaksaan (polisi, administrasi, birokrasi), pemerintahan (negara dalam 
arti sempit), negara sebagai aparat kekuasaan, dominasi. Sedangkan 
masyarakat sipil memiliki unsur hegemoni, aparat hegemoni (kebudayaan, 
politik, ekonomi), negara sebagai organiser persetujuan, kepemimpinan. Dalam 
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Menurut Mochtar Pabottinggi bahwa Gramsci membedakan konsep 
hegemoni dengan konsep “kekuatan” (forces). Bagi Gramsci jika kekuatan 
meliputi penggunaan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan 
mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi tertentu, maka hegemoni meliputi 
perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” rakyat Indonesia terhadap 
penguasa.
39
 Perumusan konsep hegemoni Jepang di Jawa ditekankan pada 
dominasi politik melalui organisasi buatan Jepang yang dipandang benar secara 
moral dan intelektual. Teori hegemoni digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana usaha Jepang menjadikan Jawa sebagai lahan untuk memenuhi 
kebutuhan Perang Asia Timur Raya, kebijakan politik Jepang memobilisasi 
umat Islam di Jawa salah satunya dengan pembentukan organisasi keagamaan 
yaitu Shumubu. Dalam implikasinya hegemoni ditujukan untuk  mengetahui 
usaha-usaha Jepang memobilisasi masyarakat Jawa melalui berbagai kebijakan. 
Selain menggunakan teori hegemoni, penulis juga mengaitkannya dengan 
penggunaan teori kebijakan politik. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan 
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu. Dalam pelaksanaannya tentunya mengalami hambatan 
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rintangan dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan sasaran dengan 
maksud tertentu. Kebijakan politik yang diambil oleh seorang penguasa 
merupakan bagian dari sebuah keputusan politik. Sedangkan keputusan politik 
ialah keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat 
umum.
40
 Hal ini sesuai dengan pernyataan David Easton mengenai pengertian 
politik mencakup segala aktivitas yang berpengaruh terhadap kebijakan yang 
berwibawa dan berkuasa yang diterima oleh suatu masyarakat.
41
 Beberapa hal 
yang menjadi patokan dalam sebuah proses pengambilan keputusan politik 
misalnya ideologi dan konstitusi, Undang-Undang, Anggaran dan Sumber 
Daya Manusia, efektivitas dan efisiensi, etika dan moral yang terdapat dalam 
kehidupan masyarakat dan agama.
42
 Berbagai pertimbangan tersebut akan 
menimbulkan alternatif dalam pengambilan keputusan.  
Kebijakan dapat dipahami sebagai fenomena politik yang dimaknai 
sebagai pola distribusi kekuasaan. Kebijakan kolonial Jepang terhadap umat 
Islam merupakan proses politik. Pola distribusi ini dipengaruhi oleh faktor 
sosial, ekonomi, politik dan agama. Oleh karena itu penelitian ini tidak hanya 
ditekankan pada aspek politik saja tetapi juga aspek non politik yang juga 
mempengaruhi terbentuknya kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Pada 
kenyataannya kebijakan politik sebuah negara sangat dipengaruhi oleh ideologi 
penguasa, dengan ideologi dapat menimbulkan keyakinan yang penuh 
semangat dan bertekad mengubah cara hidup. Dalam melaksanakan kebijakan 
politik negara memiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (autority) yang 
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dapat digunakan untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik 
yang mungkin muncul dengan cara yang bersifat persuasif bahkan pemaksaan 
dalam menentukan tujuan tersebut.
43
 Kebijakan politik diimplementasikan oleh 
badan-badan pemerintah. Badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah 
dan membawa dampak terhadap masyarakat disekitarnya. Penyusunan 
kebijakan politik meliputi lima rangkaian proses seperti: penentuan agenda, 
perumusan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan atau 
implementasi dan evaluasi kebijakan.
44
 Dalam hal ini kebijakan politik 
merupakan serangkaian interaksi yang dilakukan Shumubu terhadap umat 
Islam di Jawa.  
Kebijakan Jepang terhadap Shumubu juga mengarah pada pengontrolan 
terhadap gerak umat Islam agar tunduk terhadap penjajah dengan melibatkan 
pemimpin agama/ulama Islam di dalamnya. Dengan cara menaati kebijakan 
Shubumu yang terlebih dahulu diarahkan sebagai realisasi atas politik ekspansi 
Jepang yang dijalankan saat itu. Teori kebijakan politik untuk mengetahui 
peranan Shumubu dalam bidang politik, serta sepak terjangnya dalam 
menyuarakan maksud Jepang kepada rakyat. Kebijakan Shumubu dalam dunia 
pendidikan madrasah di Jawa yang dipolitisasi oleh Jepang sehingga 
menimbulkan dinamika politik di dalamnya. Oleh karena itu pergeseran fungsi 
madrasah di zaman Jepang juga menjadi akibat  kebijakan Shumubu.  
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 Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berusaha mengetahui 
realisasi politik ekspansi Jepang kebijakan Shumubu  terhadap madrasah, 
meliputi ekspansi, strategi politik Jepang, kebijakan politik Jepang, dinamika 
yang terjadi ditubuh Shumubu yang berdampak pada pelaksanaan pendidikan 
madrasah. Guna mendapatkan deskripsi yang jelas dan analisis kritis sehingga 
didapatkan pemahaman yang kompeherensif, penulis menggunakan 
pendekatan sejarah dan politik. Pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi 
masalah data yang relevan. Mencakup standar/tolok ukur yang dipakai untuk 
memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti dan apa yang 
disampingkan.
45
 Pendekatan sejarah digunakan dalam mengkaji strategi politik 
Jepang, dinamika yang terjadi ditubuh Shumubu dan kebijakan politik 
Shumubu terhadap madrasah sehingga akan mendapatkan pemahaman secara 
kompleks.  
Selain menggunakan pendekatan sejarah, penulis juga menggunakan   
pendekatan politik,
46
 dimana setiap peristiwa sejarah identik dengan politik. 
Pada mulanya politik adalah tulang punggung sejarah (politics is the backbone 
of history).
47
 Pendekatan politik  mengkaji gejala politik yang berimbas pada 
kekuasaan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan kultural ditambah 
dengan dipengaruhi oleh pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Sistem politik 
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merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan 
yang memiliki tantangan dan tekanan.  
Sejarah politik di sini bukan semata-mata menulis mengenai politik, tetapi 
mengenai kekuasaan pada umumnya.
48
Kekuasaan tidak hanya milik 
pemerintah dan negara akan tetapi setiap insitusi dan organisasi. Penulis ingin 
menggunakan pendekatan sejarah politik untuk mengkaji lebih jauh sejarah 
politik pada tingkat organisasi melalui faktor budaya dan ideologi. Politik 
diartikan sebagai distribusi kekuasaan maka kajian ilmiah terhadap sejarah 
politik harus dipelajari tentang hakikat dan tujuan dari sistem politik, hubungan 
struktural dalam sistem tersebut, pola perilaku individu dan kelompok yang 
mampu menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan 
hukum dan kebijakan sosial yang meliputi partai politik, kelompok interest, 
komunikasi dan birokrasi.
49
 Pendekatan sejarah politik ini dimaksudkan untuk 
mengetahui bentuk-bentuk aktifitas pergerakan politik yang dilakukan Jepang 
untuk merealisasikan kebijakan Jepang di Jawa.  Kiranya model pendekatan 
inilah yang paling mudah penulis jangkau untuk menjawab pertanyaan politik 
yang belum tuntas dengan menggunakan sumber yang diperoleh. Selain itu 
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juga mengetahui sepak terjang lembaga-lembaga politik bentukan Jepang serta 
manuver-manuver yang dilakukan. 
 
F. Metode Penelitian  
  Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu yang terikat pada prosedur 
ilmiah. 
50
 Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode dalam menghimpun sata 
sampai menyajikan dalam bentuk cerita ilmiah.  Metode adalah jalan atau cara 
untuk mencapai tujuan. Metode juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau 
teknik yang dilakukan dalam proses penelitian guna memperoleh fakta-fakta 
dalam rangka mewujudkan kebenaran.
51
 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu suatu proses menguji menganalisa 
secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau guna menemukan data 
agar menjadi suatu hal yang dapat dipercaya. 
52
  
Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research) dengan 
mengkaji literatur yang berkaitan dengan judul. Adapun tahapan penelitian 
yang dilakukan bertumpu pada empat langkah yaitu heuristik, kritik, 
interpretasi dan historiografi.
53
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a. Pengumpulan sumber atau heuristik 
Heuristik yaitu mengumpulkan data sejarah yang berkaitan dengan 
kajian yang akan diteliti. Sumber berdasarkan penyampaiannya terdiri dari 
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber terdekat 
dengan waktu dan tempat dari suatu peristiwa yang dikaji dari bukti 
sejaman. Data yang dijadikan sebagai acuhan pertama dalam sebuah 
penelitian diperoleh melalui pelaku atau saksi. Sedangkan sumber sekunder 
adalah apa yang ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya 
berdasrkan sumber-sumber pertama. Sumber kedua ini apabila dikutip akan 
menjadi sumber ketiga dan seterusnya. Sumber sekunder bisa berupa catatan 
atau komentar dari orang diluar buku utama yang bisa dijadikan sumber 
penunjang.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder, hal ini 
dikarenakan sulitnya mendapatkan sumber primer. Pengumpulan sumber 
diperoleh dari perpustakaan atau penelitian perpustakaan.
54
 Penelitian ini 
bersifat literatur, maka proses pengumpulan data dilakukan dengan bahan 
dokumen melalui pencarian buletin, surat,  arsip, surat kabar, paper, 
majalah, buku-buku dan sebagainya. Pencarian sumber dilakukan dengan 
mengunjungi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan Pascasarjana, 
perpustakaan Kolose Ignatius, Library Center Yogyakarta, Badan Arsip 
DIY, perpustakaan DIY, Kantor Arsip Pakualaman, Monumen Pers 
Surakarta, Museum Radya Pustaka Surakarta, Badan Arsip Daerah 
                                                             





Surakarta, Museum Ronggowarsito Semarang dan Badan Arsip Daerah 
Semarang . 
Sumber data yang bersifat sekunder diperoleh dalam bentuk data 
kepustakaan dari orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap studi 
Islam zaman kolonial seperti Aqib Suminto, Harry J. Benda, Aiko 
Kurasawa, B.J Bolland, Ben Anderson dan lain sebagainya.  
b. Kritik sumber atau verifikasi data 
Verifikasi data dilakukan sebagai proses pengujian kebenaran data 
(kritik) dalam berbagai kategorinya yang telah terkumpul untuk 
memperoleh keabsahan sumber. Tujuan dari kritik adalah untuk menyeleksi 
data sehingga diperoleh fakta sejarah. Dalam hal ini dilakukan apakah data 
itu akurat atau tidak, baik dari segi bentuk maupun isinya, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan. Langkah ini diharapkan dapat diperoleh data yang 
valid dan kredibel.
55
 Berdasarkan data yang telah didapatkan langkah 
kemudian adalah melakukan kritik baik itu intern maupun ektern.  
Kritik intern dilakukan dengan menganalisa dan menjabarkan isi yang 
terdapat dalam data tersebut atau dengan menguji keabsahan tentang 
keaslian sumber (otentisitas). Sedangkan untuk kritik intern penulis 
melakukan kritik mengenai keaslian arsip yang diperoleh dari Balai Arsip di 
Istana Pakualaman. Akan tetapi data yang tertuang dalam sumber lain 
seperti buku, bahkan lebih jelas dan rinci. 
                                                             





Sedangkan kritik ektern bertujuan untuk mengetahui kesahihan 
sumber. Caranya dengan membandingkan data satu dengan lainnya dalam 
rangka mencari otentitas sumber dengan mengkaji dan menguji bagian-
bagian fisik.
56
dengan cara meninjau pengarang tulisan dan sumber-sumber 
yang digunakan dalam setiap sumber yang diperoleh. Penulis melakukan 
kritik terhadap salah satu data yang menggunakan bahasa Indonesia ejaan 
lama. Karena ejaannya kurang jelas maka data yang tertuang salam sumber 
ini penulis gunakan sebagai referensi pelengkap bagi data yang lain serta 
memperkuat data yang ada.  
Data-data yang didapat akan diverifikasi dengan harapan diperoleh 
data yang validitasnya cukup diakui. Proses ini mencakup juga komparasi 
sumber data antara satu dengan lainnya yang mungkin akan berbeda atau 
mendukung. Berdasarkan data yang dikritik tersebut, maka langkah 
selanjutnya adalah menyeleksi data yang ada sehingga menghasilkan fakta. 
c. Interpretasi atau penafsiran 
Interpretasi adalah tahapan menafsirkan atau analisis sejarah. Secara 
terminologi analisis berarti menguraikan, berbeda dengan sintesis yang 
berarti menyatukan, walaupun keduanya dipandang sebagai metode utama 
dalam interpretasi.
57
 Interpretasi dibagi menjadi dua macam yaitu analisis 
dan sintesis. Tahap ini juga terkait dengan proses menguraikan data sejarah 
yaitu dengan menganalisa segala peristiwa yang sesuai dengan pokok 
permasalahan dan kemudian menyatukan fakta-fakta yang didapatkan 
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sehingga memperoleh penjelasan tentang masalah sejarah yang diteliti 
tersebut. 
d. Historiografi 
Tahapan ini adalah tahap terakhir dari beberapa tahapan dalam 
penelitian sejarah. Dalam hal ini mencakup cara penulisan, pemaparan, atau 
pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.
58
 Pada tahap ini 
memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal 
(perencanaan), sampai akhir (penarikan kesimpulan). Dalam proses ini 
penyajian disesuaikan dengan sistematika baik dalam tulisan maupun 
pembahasannya.  
Dalam konteks ini penulis mendeskripsikan realisasi politik ekspansi 
Jepang dengan cara menghubungkan peristiwa Perang Dunia II/ Perang 
Pasifik dengan kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia terutama dalam 
pembentukan Shumubu dan dampaknya terhadap pendidikan di madrasah, 
sehingga diperoleh deskripsi yang sistemastis dan kronologis sesuai dengan 
kaidah ilmiah penulisan sejarah.  
 
G. Sistematika Pembahasan.  
Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan garis besar dari 
keseluruhan penelitian dalam bentuk sistematika pembahasan. Adapun terdiri 
dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:  
                                                             





Bab Pertama, menjelaskan latar belakang masalah, batasan dan rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai langkah 
awal dalam melakukan penelitian.  
Bab Dua, menjelaskan bagaimana pendudukan Jepang dalam konteks 
masyarakat Jawa 1942-1945. Dalam bab ini penulis menggambarkan latar 
belakang historis penjajahan Jepang di Indonesia, konteks sosial masyarakat 
Jawa dan konteks sosial keagamaan masyarakat di Jawa. 
Bab Tiga, menguraikan bagaimana kebijakan Politik Jepang terhadap 
keagamaan Islam di Jawa. Dalam bab ini penulis menjelaskan kebijakan politik 
Jepang, meliputi konsep politik Jepang dan kebijakan politik Islam Jepang. 
Selain itu penulis juga menjelaskan tentang pembentukan Shumubu baik itu 
tugas, keanggotaan, kebijakan Shumubu serta menjelaskan sosialisasi program 
yang dijalankan oleh masing-masing pemimpin Shumubu. Pada bab ini dibahas 
pula pembentukan Shumuka yaitu seksi agama di tingkat karesidenan. 
Bab Empat, menguraikan bagaimana kebijakan Shumubu dalam 
pendidikan Islam di Jawa. Dalam bab ini penulis menggambarkan pendidikan 
Islam di masa Jepang baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam. 
Kebijakan Shumubu terhadap pendidikan Islam terutama madrasah dan 
Implikasi kebijakan Shumubu terhadap madrasah di Jawa. 
Bab Lima, berisikan kesimpulan peneliti dalam pembahasan, selain itu 







Berdasarkan pembahasan mengenai Realisasi Politik Ekspansi Jepang: 
Studi Kebijakan Shumubu terhadap Madrasah tahun 1942-1945 di Jawa dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut.  
1. Kedatangan Jepang di Jawa pada 1942 membawa perubahan dalam 
konteks masyarakat Jawa baik itu sosial-politik dan sosial-keagamaan. 
Perluasan pengaruh kekuasaan Jepang di Jawa dijalankan melalui 
kebijakan terhadap keagamaan Islam di Jawa. Hal tersebut dibangun dalam 
rangka mendapatkan dukungan dari umat Islam mengacu pada kebijakan 
politik Jepang. Kebijakan politik Jepang yaitu membubarkan seluruh 
aktifitas politik peninggalan Belanda, dan melarang berdirinya organisasi 
politik melalui Undang-Undang No. 3 tanggal 20 April 1942. Kebijakan 
politik Jepang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh Barat. Jepang 
ingin memunculkan stigma positif dan berniat melepaskan Jawa dari 
penjajahan Belanda selanjutnya menjadikan Jawa bagian dari perluasan 
hegemoni Jepang. Usaha dalam rangka me-Nipon-kan Indonesia 
mengundang simpati masyarakat, loyalitas masyarakat Indonesia 
dimanfaatkan Jepang untuk membangun imperium Jepang di Asia Timur 
Raya. Tujuan Jepang adalah untuk pengerahan massa menyambut Perang 




sedenbu yang bertujuan untuk menyebarkan propaganda pada rakyat Jawa 
agar mendukung upaya perang Jepang. Kedua, pendirian Putera untuk 
memobilisasi rakyat Indonesia dengan memanfaatkan kharisma tokoh-
tokoh nasionalis agar mau dikerahkan demi kepentingan bala tentara 
Jepang. Ketiga melalui Jawa Hokokai, Jepang menanamkan prinsip-
prinsip pengorbanan diri, kesetiaan, dan dedikasi serta memanfaatkan 
tenaga mereka demi kelangsungan perang. 
2. Upaya Jepang memobilisasi umat Islam di bidang keagamaan Islam 
ditandai dengan pendirian Shumubu. Bagi Jepang Shumubu mengandung 
arti untuk mengawasi gerak umat Islam di Jawa tanpa adanya kecurigaan, 
serta sebagai alat propaganda untuk mendapat simpati dan bantuan umat 
Islam untuk kepentingan Jepang. Dalam melakukan kontrol Shumubu 
dibantu oleh Shumuka di tingkat daerah sehingga memudahkan Jepang 
melakukan kontrol terhadap Islam di daerah. Tujuan pembentukan 
Shumuka yaitu mengadakan kontak yang lebih intensif antara pusat dan 
daerah. Kedua, memberikan pengawasan mengenai masalah-masalah 
Islam di Jawa misalnya perkawinan Islam dan pengumpulan derma-derma 
agama terutama bupati dan penghulu. Tugas dari Shumuka adalah 
menjalankan berbagai urusan dan berfungsi sebagai penasehat umum 
dalam masalah agama termasuk mengangkat pegawai dan mengawasi 
buku-buku agama. Selain keagamaan Shumubu juga menangani bidang 
pendidikan terutama pendidikan Islam di bawah departemen Pengajaran. 




kemajuan zaman akan tetapi harus menyelami kebudayaan Nippon agar 
kaum muda akan bersedia bekerja bagi Asia Timur Raya.  
3. Perkembangan madrasah dimulai dari lingkungan pesantren yang 
menyelenggarakan sekolah formal. Madrasah pada zaman itu berfungsi 
mengembangkan ajaran Islam dikalangan remaja. Shumubu diwajibkan 
untuk memberikan pengarahan dan pedoman kepada madrasah. Tujuannya 
untuk meninjau keadaan dan perkembangan Islam dalam pendidikan. 
Harapannya murid-murid akan patuh dengan agama sehingga lebih mudah 
membantu Jepang atas nama agama. Melalui pendidikan mentalitas dan 
cara berpikir diubah dan dialihkan, dari mentalitas Eropa kepada “Alam 
Pikiran Dai Nippon” dengan memasukkan doktrin Asia Timur Raya-nya 
Pengelolaan madrasah juga berada di bawah tanggungjawab Shumubu. 
Shumubu sangat aktif mempengaruhi madrasah dengan membentuk murid 
dan menanamkan semangat Bushido. Di lingkungan madrasah 
pengetahuan tentang agama mulai diarahkan untuk kepentingan penguasa. 
Misalnya ikut serta membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur 
Raya adalah suatu perjuangan jihad dan rasa cinta kepada tanah air. 
Tenaga pengajar di madrasah terdiri dari guru-guru agama di pondok 
pesantren dan guru yang didatangkan dari luar untuk mengampu 
matapelajaran umum. Demi mensukseskan tujuannya, Jepang mengadakan 
pelatihan dan kursus bagi guru-guru di madrasah. Pada April 1944 
diselenggarakan “Latihan Goroe Bagian II”, tujuannya membangkitkan 




Guru madrasah berdakwah bukan tentang agama, melainkan semangat 
bagaimana memperbesar produksi atau bahan yang diperlukan perang 
Jepang. Pengetahuan mengenai jihad fi sabilillah diarahkan untuk 
membantu kemenangan Jepang. Termasuk semangat jihad Islam di 
kalangan murid-murid madrasah dibelokkan untuk mengabdi kepada 
Jepang. Melalui “Perang Suci” Jepang mempropagandakan Islam melawan 
sekutu yang dianggap musuh Islam termasuk mempergunakan murid-
murid madrasah untuk memobilisasi masa. Para murid di madrasah untuk 
ikut serta dalam kegiatan semi militer dan militer yang dibentuk oleh 
Jepang. Salah satunya melalui pembentukan pasukan Hisbullah, Sabilillah, 
Seinendan  dan pembentukan Peta. Pembentukan lingkungan Kemakmuran 
Bersama Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang sesuai dengan 
perintah Allah, begitulah Islam terpaksa ditafsirkan sehingga memaksa 
madrasah dan pesantren juga mengambil andil yang sangat besar bagi 
pengkaderan semangat nasionalisme yang dipupuk atas dasar agama. 
Sentimen-sentimen agama seperti perang jihad sebagai alat propaganda 
yang paling ampuh untuk mempengaruhi pemuda. Pembentukan 
Hisbullah, Sabilillah, Seinendan dan Peta justru membuat pemuda 
Indonesia dilengkapi semangat kebangsaan Indonesia, pemuda Indonesia 








1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait kebijakan 
politik Jepang di Jawa dapat mengkaji melalui berbagai sudut pandang, 
tidak hanya politik dan keagamaan akan tetapi sosial, ekonomi dan budaya 
juga perlu dikembangkan. 
2. Sebagai penguat kajian politik Jepang di Jawa perlu ditambahakan dengan 
penggunaan sumber primer disamping sumber sekunder.  
3. Pengaruh politik Jepang terhadap Shumubu dan implikasinya terhadap 
madrasah dapat menjadi bahan kajian yang menarik bahwa Jepang 
mempunyai andil terhadap pendidikan Islam di Jawa. Unsur-unsur positif 
yang ditularkan Jepang membawa perubahan pendidikan madrasah.  
4. Penulis juga menyarankan kepada peneliti berikutnya dapat mengkaji secara 
objektif mengenai sepak terjang Departemen Agama pada masa Jepang serta 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, terutama pada bidang pendidikan 
Islam khususnya madrasah dengan tujuan untuk lebih memperkaya 
khasanah intelektual Islam di Indonesia.  
Demikian kesimpulan serta saran-saran dari penulis, semoga 
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